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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, menyebutkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah
disebutkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah
yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif
untuk jangka walctu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-
Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68,

Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140,

Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6557);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6870);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Tambahan Lembaran Negara Republik

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
RencanaCara Penyusunan

Nasional (Lembaran Negara
Tahun

Pembangunan
Republik Indonesia

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6633);

19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan

Gender di Daerah; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
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21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Keija Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2014 Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3

Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5

Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2015 Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 235); sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
288);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 3);
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggeiraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

10. Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan atau terwujud pada
tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima)
tahun.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

9.
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13. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

14. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian
kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5
(lima) tahun.

15. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
adalah kineija yang ingin diwujudkan selama 5 (lima)
tahun untuk menggambarkan kebermainfaatan Perangkat
Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria (NSPK) dengan memperhatikan sasaran RPJMD.
16. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian

kineija yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan
daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

17. Outcome adalah kondisi

berfungsinya suatu keluaran.
18. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah

rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang
seiaras dengan strategi dalam rangka mencapai target
tujuan dan sasaran RPJMD.

19. Program Prioritas adalah program strategis yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD.

20. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah.

21. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan

dicapai dari keija program, kegiatan, dan subkegiatan
yang telah direncanakan.

22. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

23. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan
pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
mencakup indikator makro pembangunan dan indikator
kineija kunci.

diharapkan dariyang

Pasal 2

(1) Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah Sejahtera,
Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan.

(2) Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
mewujudkan transformasi sosial untuk
membangun sumber daya manusia yang
sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif;

mewujudkan transformasi ekonomi yang
berdaya saing dan berkelanjutan;
mewujudkan transformasi tata kelola
pemerintahan yang inovatif dan adaptif;
mewujudkan

kepemimpinan demokratis dan stabilitas
ekonomi;

mewujudkan ketahanan sosial, budaya
dan ekologi;

mewujudkan pembangunan kewilayahan
yang merata dan berkeadilan;

a. Misi 1

b. Misi 2

c. Misi 3

d. Misi 4 keamanan Daerah

e. Misi 5

f. Misi 6
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g. Misi 7 : mewujudkan penyediaan infrastruktur
melalui peningkatan kualitas sarana dan

prasarana dasar yang ramah lingkungan;
dan

h. Misi 8 : mewujudkan pembangunan
berkesinambungan.

(3) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan kondisi
umum, karakteristik dan potensi Daerah dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten.

yang

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai
berikut:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Gambaran Umum Daerah;

c. Bab III: Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan
Daerah;

d. Bab IV: Program Perangkat Daerah dan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

e. Bab V : Penutup.
(2) Dokumen RPJMD 2025-2029 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap
bertujuan untuk menjaga konsistensi
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. capaian target tujuan dan sasaran RPJMD;

capaian target Indikator Kinerja Daerah;
c. efektivitas program prioritas dalam mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD; dan
d. efektivitas program Perangkat Daerah dalam

mendukung pencapaian Indikator Kineija Daerah.
(4) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) digunakan sebagai umpan balik
untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan
subkegiatan yang telah dituangkan pada RKPD dan Renja

berkontribusi mendukung pencapaian target
tujuan dan sasaran RPJMD.

RPJMD

kineija

b.

PD
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(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD DAN RENSTRA PD

Pasal 5

(!) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan
apabila :

a. basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;

b. basil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. teijadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c mencakup teijadinya bencana alam,
goncangan/krisis politik, krisis ekonomi, konflik sosial

budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau
perubahan kebijakan nasional dan provinsi.

(3) Perubahan RPJMD dapat dilakukan tanpa melalui
tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam
hal teijadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan
luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

(4) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan
RKPD dan Perubahan Renstra PD.

(5) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan bersamaan
dengan perubahan RPJMD.

(6) Penyesuaian muatan Renstra PD dapat dilakukan
tanpa hams didahului dengan perubahan RPJMD pada
kondisi apabila :

a. teijadi perubahan organisasi dan tata keija
Perangkat
Daerah; dan

b. teijadi perubahan

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program,
kegiatan, dan subkegiatan yang dilakukan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

(7) Penyesuaian muatan Renstra PD sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dapat dilakukan selama target tujuan,
sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang
termuat diam RPJMD tidak berubah.

pemutakhiranatau
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin
Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal ^ 2025

BUPATLK^^^RINGfN TIMUR,
■ .t

Q-:

PI
\\0:
\\ >

Diundangkan di Sampit
Pada tanggal ac? 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KO^^AWARINGm TIMUR,
. t!

\

LEMBARAN DAERAH

NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 52 / 2025

UPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
dokumen

perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk

periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan
kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2035 serta memperhatikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 Pasal 5 Ayat (2), yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ialah penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang penyusunannya memuat arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program
Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Seiain sebagai amanat peraturan perundang-undangan, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga merupakan instrumen
strategis dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih hasil
pemilihan kepala daerah periode 2025-2029. Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan menjadi pedoman bagi

seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah, agar arah kebijakan pembangunan daerah lebih terarah,
terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun

provinsi.

Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029 merupakan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksud untuk mencegah
timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan

melaksanakan pasal-pasai dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Pasal 3
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Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat (4)

Cukup Jelas.
Ayat (5)

Cukup Jelas.
Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3oi.
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KOTAWARINGINTIMUR

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi

dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Dalam rangka untuk

menjamin agar kegiatan pembangunan beijalan efektif, efisien, dan

bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia.

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029

merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten

Kotawaringin Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai

dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada

RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 dan RTRW

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2035 serta memperhatikan

RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2025-2029.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), yang dimaksud dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari

visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya

berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan

daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program

Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan

pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dengan dilantiknya Bupati Kotawaringin Timur dan Wakil Bupati

Kotawaringin Timur masa bakti 2025-2029, pada tanggal 20 Februari

2025 di Istana Kepresidenan Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029 | 1-1
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8. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD

Tahun 2025-2029, BAPPERIDA melakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka

menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada

Bupati.
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